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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pembangunan merupakan kegiatan yang rumit karena sifatnya yang 

multifaset dan multidimensional. Karakteristik demikian merupakan tuntutan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya bidang-bidang yang menjadi 

objek pembangunan termasuk bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, 

sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, administrasi 

pemerintahan negara (Sondang, 2012). Pembangunan nasional bertujuan untuk 

mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tenaga listrik mempunyai peran yang 

sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional 

maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya 

perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia 

tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup 

manusia. Listrik adalah aliran atau pergerakan elektron-elektron partikel 

bermuatan negatif yang ditemukan pada semua atom(Joyce James, 2009). 

Menurut Mikrajuddin, listrik adalah suatu bentuk energi. Selain BBM, listrik telah 

menjadi bentuk energi terpenting bagi kehidupan. Pengertian listrik menurut para 

ahli tidak lepas dari kehadiran Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perusahaan 

Listrik Negara (PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek 

kelistrikan di Indonesia. Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 
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17 status PLN ditetapkan sebagai perusahaan umum listrik negara dan sebagai 

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK). Seiring dengan kebijakan 

pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak 

dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari 

perusahaan umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Fungsi dari 

perusahaan perseroan ini adalah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga 

listrik bagi kepentingan umum, dalam jumlah dan mutu yang memadai serta 

menumpuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah dibidang 

ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dan menerapkan 

prinsip-prinsip perseroan terbatas. 

 Dengan kehidupan yang maju banyak sekali permasalahan-permasalahan 

muncul dari kehidupan masyarakat yang semuanya bersumber dari kondisi 

ekonomi dan sosial seperti halnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi dan 

berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan beberapa manusia demi kelangsungan 

hidup mereka. Segala macam cara dilakukan dan dapat bersaing mengikuti 

perkembangan zaman dari cara yang baik juga cara melanggar hukum dan 

merugikan orang lain. Begitu juga dalam hal pemenuhan kebutuhan listrik, sangat 

diakui bahwa listrik merupakan bagian yang penting bagi kehidupan masyarakat. 

Maka dari itu PLN sebagai perusahaan satu-satunya yang mengurusi 

ketenagalistrikan berusaha memberi pelayanan sebaik mungkin untuk memenuhi 

kebutuhan listrik para konsumennya.  

Oleh karenanya, sebagai pihak penyedia jasa kelistrikan nasional PLN 

mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal demi memuaskan 
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konsumen dan memenuhi hak konsumen. Namun PLN juga menyadari akan 

banyaknya permasalahan terkait dengan penyediaan listrik di masyarakat. Salah 

satu penyebab permasalahan tersebut adalah tingginya tingkat kehilangan daya 

baik karena faktor teknis maupun non teknis. Salah satu penyumbang tingginya 

losses (kehilangan daya) adalah tindakan tidak jujur yang dilakukan oleh sebagian 

konsumen listrik yang memiliki maksud tidak baik terhadap penggunaan listrik. 

Oleh karena itu dalam rangka menekan losses dari faktor non teknis ini, PLN 

mengeluarkan kebijakan berupa program penertiban tenaga listrik atau disebut 

P2TL. Namun pada pelaksanaan P2TL dilapangan muncul permasalahan dalam 

berbagai jenis pelanggaran baik dari dalam masyarakat itu sendiri ataupun dari 

pihak pelaksana P2TL.  

 Dasar utama PLN (Persero) mengeluarkan kebijakan P2TL sebenarnya 

merupakan antisipasi atas kerugian kehilangan atau susut daya listrik yang 

diakibatkan oleh faktor yang sifatnya non teknis. Disamping itu kebijakan P2TL 

ini secara tidak langsung dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban PLN dalam 

memberikan pelayanan ketenagalistrikan seperti diatur dalam UU No 3 Tahun 

2005 tentang Ketenagalistrikan.  

 Kebijakan penerapan P2TL itu sendiri dilaksanakan berdasarkan pada 

Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) NO. 088-Z.P/DIR/2016 tentang 

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik. Produk kebijakan P2TL sendiri sebenarnya 

merupakan turunan dari ketentuan dan perundang-undangan yang mengatur 

masalah kelistrikan yang berlaku saat ini antara lain : 
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UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No 30 Tahun 2009 

Tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2012 Tentang 

Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Serta Peraturan Menteri Energi Dan 

Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan 

dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 

Tahun 2016.  

 Menurut SK yang dikeluarkan oleh direktur PT PLN (persero) yaitu 

SK.NO.088-Z.P/DIR/2016 Tentang P2TL (penertiban pemakaian tenaga listrik). 

P2TL merupakan produk kebijakan atau program yang secara umum mengatur 

mengenai hal-hal teknis penyelenggaraan kegiatan penertiban pemakaian tenaga 

listrik secara rutin oleh masing-masing PLN Rayon, PLN Area, PLN 

Wilayah/Distribusi secara struktural sesuai dengan uraian tugas pokok dan 

organisasi masing-masing. Kemudian berdasarkan pertimbangan untuk 

melaksanakan pasal 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber 

Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Tingkat Mutu 

Pelayanan dan Biaya yang terkait dengan penyaluran tenaga listrik perlu 

menetapkan peraturan direksi PT PLN Persero tentang Penertiban Tenaga Listrik 

(P2TL). 

 Tujuan P2TL (penertiban pemakaian tenaga listrik) yaitu : 

1. Menekan susut distribusi 

2. Meningkatkan pelayanan  

3. Menghindari bahaya listrik bagi masyarakat 
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Tata cara pelaksanaan P2TL meliputi 3 (tiga) tahap yaitu : 

1. Tahap Pra Pemeriksaan 

2. Tahap Pemeriksaan 

3. Tahap Pasca Pemeriksaan 

Organisasi pelaksana P2TL terdiri dari penanggung jawab P2TL, 

pelaksana lapangan P2TL dan petugas administrasi P2TL. Namun dalam 

pelaksanaannya organisasi P2TL dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi 

setempat.  

Penanggung jawab P2TL adalah pejabat PLN yang ditunjuk oleh pemberi 

tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan P2TL yang dapat berupa pejabat 

struktural maupun fungsional. Petugas pelaksana lapangan P2TL maupun regu 

yang terdiri dari pejabat atau petugas-petugas PLN yang melaksanakan 

pemeriksaan P2TL di lapangan. Sedangkan petugas administrasi P2TL adalah 

pejabat atau petugas-petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut 

hasil temuan pemeriksaan P2TL di lapangan.  

Kegiatan P2TL ini memiliki ketentuan target operasi sebagai berikut : 

a. Target operasi ditentukan oleh pemberi tugas atau penanggung jawab 

P2TL dan bersifat rahasia 

b. Target operasi ditentukan berdasarkan daftar langganan perlu diperhatikan 

(DLPD), daftar pembacaan meter (DPM), daftar pemakaian kWh (DPK), 

pemantauan pemakaian kWh minimum selama 3 bulan, laporan dari 

informan, data yang diperoleh PLN dalam rangka melaksanakan kegiatan 

dan sasaran operasi. 
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Dari sisi praktek dilapangan P2TL ini berfungsi sebagai peraturan yang 

bersifat teknis dan menjadi acuan petugas P2TL dilapangan. Karena keterbatasan 

sumber daya manusia yang ada di PLN sendiri sehingga sosialisasi tentang P2TL 

ini belum begitu membuming di masyarakat. Serta tingkat pendidikan dan 

pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengakibatkan masyarakat belum 

dapat menangkap dan memahami arti pentingnya pelaksanaan penertiban 

pemakaian tenaga listrik (P2TL) serta masyarakat belum mengetahui tetang 

menggunakan listrik secara sah. Seperti yang kita ketahui Fatwa MUI Nomor 17 

Tahun 2016 menjelaskan bahwa haram hukumnya melakukan pencurian arus 

listrik dan juga dalam UU Nomor 15 tahun 1985 menyebutkan bahwa pencurian 

tenaga listrik merupakan suatu tindak kejahatan/pidana, sedangkan sebelumnya 

hanya dianggap sebagai suatu pelanggaran saja, akan tetapi di kota Duri  masih 

ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Terbukti 

pada tahun 2015 terdapat 726 pelanggan terkena penertiban P2TL dengan total 

kerugian Rp. 3.527.419.063, sementara pada tahun 2016 terdapat 1.137 pelanggan 

yang terkena penertiban oleh petugas P2TL dengan total kerugian Rp. 

2.746.303.514 dan pada tahun 2017 ditemukan 542 pelanggaran dengan total 

kerugian Rp. 1.850.768.896 dengan golongan pelanggaran yang berbeda-beda. 

Pada tahun 2015, banyak ditemukan terjadi pelanggaran pada golongan PI, 

sedangkan pada tahun 2016 banyak ditemukan pelanggaran pada golongan PII, 

dan pada tahun 2017 banyak ditemukan pelanggaran pada golongan PI. 
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Tabel 1.1 Data pelanggan per bulan yang terkena penertiban oleh petugas 

P2TL di PT PLN (Persero) Rayon Duri 

Bulan JUMLAH TEMUAN PELANGGARAN 

PI PII PIII PIV TOTAL 

Januari 48 6 3 4 61 

Februari 19 5 2 5 31 

Maret 56 7 5 5 73 

April 15 8 15 9 47 

Mei 16 12 4 3 35 

Juni 25 9 5 1 40 

Juli 38 14 2 3 57 

Agustus 44 21 3 - 68 

September 34 10 3 1 48 

Oktober 79 15 3 - 97 

November 93 7 6 1 107 

Desember 48 13 - 1 62 

Sumber : Daftar realisasi pendapatan penetapan tagihan susulan tahun 2015 

 

Bulan JUMLAH TEMUAN PELANGGARAN 

PI PII PIII PIV Total 

Januari - 74 5 - 79 

Februari - 84 1 - 85 

Maret - 155 4 - 159 

April - 96 7 - 103 

Mei - 151 5 - 156 

Juni 2 91 5 1 96 

Juli - 76 5 - 81 

Agustus - 57 6 4 63 

September - 113 3 2 116 

Oktober - 61 6 2 67 

November - 48 2 2 50 

Desember - 79 3 5 82 

Sumber: Daftar realisasi pendapatan penetapan tagihan susulan tahun 2016 

 

BULAN JUMLAH TEMUAN PELANGGARAN 

PI PII PIII PIV TOTAL 

Januari 54 2 6 3 65 

Februari 34 5 5 - 44 

Maret 34 4 1 34 73 

April 38 4 4 8 54 

Mei 26 4 2 26 58 

Juni 26 - - 3 29 
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Juli 17 5 1 7 30 

Agustus 27 9 5 11 52 

September 23 3 2 5 33 

Oktober 21 3 1 10 35 

November 18 2 5 5 30 

Desember 25 1 6 7 39 

Sumber : Daftar realisasi pendapatan penetapan tagihan susulan tahun 2017 

 

Tabel 1.2 Data Kerugian per bulan di PT PLN (Persero) Rayon Duri 

Bulan Total Kerugian 

Januari RP. 275.598.982 

Februari RP. 390.484.274 

Maret RP. 125.854.533 

April RP. 407.007.351 

Mei  RP. 243.602.611 

Juni RP. 289.351.434 

Juli RP. 125.499.859 

Agustus RP. 241.579.499 

September RP. 336.215.935 

Oktober RP. 288.079.506 

November RP. 277.691.696 

Desember RP. 526.453.383 

Sumber : Data Kerugian Tahun 2015 

 

Bulan Total Kerugian 

Januari Rp. 205.070.711 

Februari Rp. 253.701.752 

Maret Rp. 237.945.176 

April Rp. 197.085.458 

Mei Rp. 383.175.046 

Juni Rp. 265.062.910 

Juli Rp. 121.917.623 

Agustus Rp. 193.747.302 

September Rp. 154.213.797 

Oktober Rp. 163.758.408 

November Rp. 241.037.172 

Desember Rp. 329.588.159 

Sumber : Data Kerugian Tahun 2016 

 

Bulan Total Kerugian 

Januari RP. 154.861.308 

Februari RP. 384.458.277 

Maret RP. 117.345.229 
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April RP. 106.921.431 

Mei RP. 211.048.034 

Juni RP. 58.621.761 

Juli RP. 92.530.677 

Agustus RP. 198.329.360 

September RP. 75.796.616 

Oktober RP. 120.822.667 

November RP. 167.082.170 

Desember RP. 162.951.366 

Sumber : Data Kerugian Tahun 2017 

Dengan adanya pelanggaran yang terjadi ini PT PLN (Persero) menjadi 

rugi. Sehingga untuk menekan susut distribusi dibentuklah program penertiban 

pemakaian tenaga listrik ini. Karena kondisi masyarakat yang kurang begitu 

bersahabat, kurang perduli, juga kurang begitu mengerti dengan adanya 

pemeriksaan atau sebagainya. Cukup mempersulit petugas P2TL dalam 

melaksanakan tugas mereka. Ketetapan hukum, sosialisasi mendalam 

(komunikasi) mungkin akan menjadi salah satu cara terbaik dalam implementasi 

P2TL agar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan berhasil dalam 

pelaksanaannya dilapangan. Maka berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk 

membahas suatu penelitian dengan judul “ANALISIS PELAKSANAAN 

PROGRAM PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK (P2TL) PT 

PLN (PERSERO) RAYON DURI” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga 

Listrik) PT PLN (Persero) rayon Duri? 
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2. Apa kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan program P2TL 

(Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Duri? 

3. Apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses 

pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota 

Duri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti memiliki tujuan, 

begitupun dengan penelitian ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian 

Tenaga Listrik) PT PLN (Persero) Rayon Duri 

2. Untuk mengetahui kendala yang mempengaruhi proses pelaksanaan 

program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Kota Duri 

3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam 

proses pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) 

di Kota Duri 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Setiap kegiatan penelitian yang akan dilakukan pasti berharap 

agarpenelitiannya memiliki manfaat. Manfaat yang diharapkan peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagi peneliti 
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Manfaat yang didapat peneliti yaitu untuk mengaplikasikan teori-

teori yang didapat selama berada di bangku kuliah dengan praktek 

sebenarnya di lapangan, serta bertambahnya wawasan mengenai 

pelaksanaan program P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di 

Kota Duri 

b. Bagi PT PLN (Persero) 

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi PT PLN (Persero) Rayon 

Duri yaitu sebagai referensi apakah dalam pelaksanaan program P2TL 

sudah berjalan dengan baik atau belum. 

c. Bagi dunia akademis 

Manfaat yang diharapkan peneliti bagi dunia akademis adalah 

memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara 

sebagai referensi guna memberikan informasi bagi pihak yang 

berkepentingan terhadap penelitian dengan topik yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, 

perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian serta 

sistematika penulisan. 

 BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung   

penelitian, seperti teori kebijakan, implementasi, konsep 

pelaksanaan, program penertiban pemakaian tenaga listrik, 
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serta berisi pandangan islam, definisi konsep, dan konsep 

operasional, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu. 

 BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang 

digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang 

berisi tentang jenis  penelitian, waktu dan lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, dan analisa data. 

 BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang Kota 

Duri, sejarah singkat berdirinya PT PLN (Persero) Rayon 

Duri. 

 BAB V : ANALISA DATA 

Bab ini membahas hasil dari penelitian tentang analisis 

pelaksanaan program penertiban pemakaian tenaga listrik 

(P2TL) PT PLN (Persero) Rayon Duri. 

 BAB VI : PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi 

objek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya. 

 

 


